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TIME-LINE 
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Layanan Setoran Penerimaan Negara: Time-Line 
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Catatan: 

MPN G-1,5 telah menggunakan aplikasi Electronic Billing System  (e-Billing) yang dapat diakses langsung 
secara online oleh Wajib Pajak. Sistem MPN G-2 di-launch pertama kali pada tanggal 27 Februari 2014. 
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KPPN Khusus 
Penerimaan 



Change Driver 
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OPINI AUDIT BPK-RI
1) 

“Data transaksi Penerimaan Negara yang 
dilakukan melalui Sistem MPN Tidak Dapat 

Diyakini Kewajarannya (DISCLAIMER)”.  
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Opini didasarkan atas tidak dapat dijelaskannya transaksi-
transaksi hasil rekonsiliasi Sistem MPN seperti transaksi 
kategori REVERSAL, TIDAK DIAKUI, PARTIAL MATCH, MPN 
UNMATCH, dan LKP UNMATCH. 

Mengapa ? 

1)
HASIL AUDIT BPK TAHUN 2009 DAN 2010 
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Peningkatan Koordinasi 
Internal Kemenkeu 

LATAR BELAKANG PENYEMPURNAAN SISTEM MPN 

PARTIAL MATCH  : Satu atau dua elemen data transaksi tidak sama. 
REVERSAL  : Pembatalan Transaksi oleh Teller. 
TIDAK DIAKUI  : Tercatat dalam Sistem MPN, tidak di Sistem Bank. 
MPN UNMATCH  : Tercatat dalam Sistem MPN, tidak dilaporkan ke 

KPPN. 
LKP UNMATCH  : Tidak tercatat di Sistem MPN, dilaporkan ke KPPN. 
CANCEL OUT  : Dibatalkan di Sistem MPN, dilaporkan ke KPPN. 

Penjelasan Istilah : 

MATCH 



PMO untuk MPN 
• Sistem MPN merupakan core system bagi Pengembangan Sistem Penerimaan 

Negara di Indonesia. Menteri Keuangan adalah the Sole Owner atas Sistem MPN. 

• Sejak pertengahan 2011, System and Ownership MPN sebagai core system 
Penerimaan Negara mulai disepakati perlunya re-defining, in-term of a system 
and/or authority (redistribution of authority). 

• Ditjen Perbendaharaan selaku pelaksana fungsi Chief Financial Officer Pemerintah 
merupakan Settlement authority dalam pelayanan Penerimaan Negara dan 
menjadi key-owner Sistem MPN. 

• Direktorat Jenderal Pajak, Ditjen Bea Dan Cukai, dan Ditjen Anggaran selaku 
pelaksana fungsi administrasi penerimaan negara perpajakan atau kepabeanan dan 
cukai atau PNBP merupakan billing authorities dalam pelayanan Penerimaan 
Negara dan menjadi co-owners terhadap Sistem MPN. Pusintek mendukung aspek 
IT Systems and Infrastructures. 

• Untuk menjamin terselenggaranya sinergitas pelayanan Penerimaan Negara dan 
soliditas sistem MPN secara menyeluruh, perlu dibentuk Project Management 
Office (PMO) yang selanjutnya secara independent dan kolegial bertugas  menjaga, 
memonitor,  mengevaluasi, dan menjamin terwujud dan berjalannya sistem MPN 
bagi penyelenggaraan pelayanan Penerimaan Negara sebagaimana mestinya. 
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DISEPAKATI BLUE-PRINT 
PENGEMBANGAN SISTEM 
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PERKEMBANGAN PENYEMPURNAAN SISTEM 



KEBIJAKAN TINDAK LANJUT ATAS 
HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR BPK RI 
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KEBIJAKAN PENYEMPURNAAN SISTEM MPN 

No. Uraian Outputs Outcomes 

1. Peningkatan kualitas 
dan akuntabilitas data 
transaksi Penerimaan 
Negara yang dihasilkan 
oleh Sistem MPN G-1 
(existing). 

Tersedianya 
klarifikasi atas 
unclear data hasil 
Rekonsiliasi 
Sistem MPN.  

Kepercayaan Publik 
terhadap transaksi 
Penerimaan Negara 
(indikator: Opini 
WTP dari BPK). 

2. Pengembangan Sistem 
MPN G-2 berbasis 
Electronic Billing. 

Tersedianya 
layanan transaksi 
Penerimaan 
Negara berbasis  
electronic Billing. 

Publik dapat 
mengakses layanan 
penerimaan negara 
secara tidak terbatas, 
akurat, fleksibel, dan 
akuntabel. 



Progress  
Peningkatan Kualitas Dan Akuntabilitas 

Data Transaksi Penerimaan Negara Dalam 
Sistem MPN G-1 
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PROSES TINDAK LANJUT REKONSILIASI 

BANK/POS 
PERSEPSI 

SYSTEM MPN 

Dit.PKN/ 
KPPN 

Klarifikasi status 
data dari pembuat 

transaksi 
(Bank/Pos Persepsi) 
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Tahapan Tindak Lanjut Hasil Rekonsiliasi Data 
Transaksi Penerimaan Negara Tahun 2011 
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Progress Capaian Peningkatan Kualitas Dan 
Akuntabilitas Data Transaksi Penerimaan Negara Melalui 

Sistem MPN (Existing) 

Sudah dapat dicapai Opini WTP 
atas LKPP (LKKL BA 015) Tahun 

2011 dan 2012. 14 
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Monitoring Kualitas Dan Akuntabilitas Data Transaksi Penerimaan Negara 
Melalui Sistem MPN (Existing) s.d. Minggu ke-42 

Jumlah Transaksi Penerimaan Negara Valid Tahun 2012 Weeks on Weeks meningkat sebesar 11,91% dari Tahun sebelumnya, sedang 
Tahun 2013 hanya sebesar 3,35%. Kendati demikian, dari sisi Nilai Transaksi Valid, peningkatan Tahun 2013 sebesar 14,98% dari 

tahun sebelumnya, sementara untuk Tahun 2012 berada pada tataran 12,27%. 
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PROGRESS KUALITAS DAN AKUNTABILITAS DATA TRANSAKSI 
PARTIAL-MATCH (TAHUN 2011 – 2013) 

Hingga Minggu ke-42 Tahun 2013, berhasil dicapai penurunan jumlah data transaksi Partial Match hingga 0,13% dari keseluruhan data transaksi 

Penerimaan Negara. TIDAK ADA TARGET KHUSUS untuk menurunkan tingkat Partial Match, karena pada prinsipnya, Auditor BPK RI sudah dapat 

memahami kondisi Partial Match sebagai bagian dari transaksi Match. Perbedaan lebih bersifat administratif. 



PROGRESS KUALITAS DAN AKUNTABILITAS DATA TRANSAKSI 
REVERSAL (TAHUN 2011 – 2013) 

17 

Hingga Minggu ke-42 Tahun 2013, sudah berhasil dicapai penurunan data transaksi Reversal hingga 0,06% dari 
keseluruhan data transaksi Penerimaan Negara, dengan trend penurunan yang sustainable hingga akhir 2013. 

Target toleransi Tahun 2013 yang disepakati Rapat Mingguan TOM sebesar 0,11%. 

Upper Level of Reversal 
Target of 2013 
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PROGRESS KUALITAS DAN AKUNTABILITAS DATA TRANSAKSI 
TIDAK DIAKUI (TAHUN 2011 – 2013) 

Hingga Minggu ke-42 Tahun 2013, berhasil dicapai penurunan jumlah data transaksi TIDAK 
DIAKUI hingga 0,086% dari keseluruhan data transaksi Penerimaan Negara.  Sebelumnya, 

tingkat Data Transaksi TIDAK DIAKUI mencapai 0,31% (Tahun 2011) dan 0,17% (Tahun 2012). 



PENGEMBANGAN SISTEM MPN G-2 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Oktober 2014 
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Sumber: dimodifikasi dari bahan presentasi PT. Finnet Indonesia 

Biller DJP  Biller DJBC  Biller DJA  

Switching 

Bank Teller (P2H) Non Bank (P2H)  Bank e-Banking (H2H) 

Data Tagihan 

Proses 
Billing  

Proses  
Billing  

Proses  
Billing  

Monitor 

Data Pembayaran 

 MPN (DJPB ) 

Data Tagihan Data Tagihan 

Sumber : KAK Switcher 

Arsitektur Sistem MPN-G2 
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Peta Peran Dalam Arsitektur MPN G-2 

Billing System (Sistem Pencatatan Tagihan) 

•Menyiapkan interface yang sudah terkoneksi dengan sistem settlement MPN G2 

•Memungkinkan dilakukannya proses create billing dengan men-generate ID_Billing 

Settlement System (Sistem Pembayaran Tagihan) 

•Menyiapkan interface dari arah biller 

•Menyiapkan interface dari arah switcher 

•Men-generate notifikasi transaksi penerimaan negara (NTPN) 

Switching System (Sistem Pengaturan Lalu-Lintas Transaksi) 
• Menyiapkan interface ke arah sistem settlement 
• Menyiapkan interface dari arah CA Persepsi 

• Menyiapkan link yang terhubung ke CA Persepsi 

• Memungkinkan berjalannya proses rekonsiliasi 

Collecting Agents System (Sistem Penyetoran Uang Pembayaran) 

•Menyiapkan interface ke arah sistem Settlement 

•Memungkinkan berjalannya proses transaksi pembayaran setoran penerimaan negara dan 
penerbitan notifikasi keabsahan setoran penerimaan negara 
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MODEL KOMUNIKASI DATA DALAM 
SISTEM MPN G-2 
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PRINSIP KERJA SISTEM MPN G-2 

Settlement 
(NTPN Generator) 

Collecting Agents 
(Bank/Pos Persepsi) 

Switcher 

Billers 
(DJP/DJBC/DJA) 

Wajib Pajak/ Wajib Bayar 
Id_Billing 
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•Data bridging/ 
communicating 
•Reconciling 
•Reporting 

Data query 

Main databases 

Notifying Payments 

MPN 
Servers 

Pusintek 



Langkah-Langkah Pokok Bertransaksi 
Melalui Sistem MPN G-2 

1. Wajib Pajak/Wajib Bayar mengakses Sistem Billing untuk melakukan prosedur 
Create Billing. 

2. Sistem Billing merespons dengan memberikan notifikasi berupa kode Id_Billing 
(pada saat yang sama mengirimkan Id_Billing tersebut ke Sistem Settlement (2.a)). 

3. Wajib Pajak/Wajib Bayar mengakses Sistem Collecting Agents untuk melakukan 
pembayaran dengan menggunakan notifikasi Id_Billing. Akses dapat dilakukan 
melalui berbagai Kanal Pembayaran (Over the Counter, ATM, atau e-banking atau 
sarana elektronis lainnya). Kanal Pembayaran meneruskan akses tersebut ke Core-
Banking System (3.a) untuk diteruskan ke Sistem Switching Kementerian Keuangan 
yang merupakan bagian dari Sistem Settlement (3.b).  

4. Sistem Settlement memberikan respons dengan notifikasi pembayaran yang 
berupa kode NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan mengirimkannya 
kembali ke Sistem Collecting Agents melalui Sistem Switching, yang pada saat yang 
bersamaan mengirimkannya pula ke Sistem Billing (4.a). Sistem Switching 
meneruskan notifikasi tersebut ke Core-Banking System (4.b) untuk diteruskan ke 
Kanal Pembayaran (4.c) dan diterbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) bagi Wajib 
Pajak/Wajib Bayar (4.d). 
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Switching 

Sistem 
Settlement 

LOJIK LAYANAN SISTEM MPN G-2 (SIMULASI) 
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Garis Network  

Garis Request/Response  



GAMBARAN UMUM LAYANAN SISTEM MPN G-2 
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KESIAPAN IMPLEMENTASI 
SISTEM MPN G-2 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Oktober 2014 

27 



KESIAPAN SISTEM MPN G-2 SEJAK PELAKSANAAN SIMULASI 
MENYELURUH PADA TANGGAL 28 NOVEMBER 2013 

Layanan Sistem MPN G-2 dalam Launching tanggal 27 Februari 2014 dilakukan oleh PT BRI 
(Persero) Tbk sesuai penunjukan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 
Kep-40/PB/2014. Empat Bank/Pos Persepsi lain (BNI, Mandiri, CIMB Niaga, dan PT Posindo) 

yang telah dilakukan UAT sudah siap untuk mulai dioperasikan setelah tahap ini. 

Milestones: 
• Pengembangan Sistem 

Switching selesai bulan 
September 2013. 

• Ujicoba secara 
terstruktur dilakukan 
sepanjang bulan Oktober 
sampai pertengahan 
November 2013. 

• Secara fungsional, Sistem 
MPN G-2 telah sukses 
dilakukan  Simulasi 
Menyeluruh dihadapan 
Bapak Menteri Keuangan 
dan jajaran pimpinan 
Kementerian Keuangan 
pada tanggal 28 
November 2013. 

Status 27 Februari 2014: 
•Telah dilakukan UAT 

terhadap 5 peserta Piloting 
(Telah Lulus: BRI, BNI, 
Mandiri, PT Pos). 
•Telah dilakukan Uji Beban 

Puncak (Stress-Test), 
terakhir dengan 2,099 juta 
transaksi dengan hasil baik 
tanpa NTPN ganda. 
•Bapak Menteri Keuangan  

telah menetapkan 
Peraturan Menteri Nomor 
(32/PMK.05/2014) tentang 
Sistem Penerimaan Negara 
Secara Elektronik pada 
tanggal 10 Februari 2014. 

Status Check-lists kesiapan pelaksanaan piloting pada Minggu 
Keempat Februari 2014 terkait kesiapan infrastruktur, Manual 

Sistem, SOP, Organisasi dan SDM, Regulasi, Service-Desks, serta 
Dokumentasi Sistem MPN G-2 telah memperoleh konfirmasi 

ulang dari PIC 5 unit eselon I terkait (Setjen, Ditjen Pajak, Ditjen 
Bea Cukai, Ditjen Anggaran, dan Ditjen Perbendaharaan) dan 
telah dibahas dalam Rapat Evaluasi Ketujuh Kesiapan Piloting 

Implementasi Sistem MPN G-2 pada tanggal 24 Februari 2014. 



STATUS PENYEMPURNAAN SISTEM 
MPN G-2 HINGGA 09 OKTOBER 2014 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Oktober 2014 
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Arah Penyempurnaan Sistem MPN 

Menjadi Manfaat 

Manual Billing System Electronic Billing System Akuntabilitas, Fleksibilitas, 
dan Kecepatan 
Penguasaan Kas    

Dari Kondisi 

Disclaimer WTP Kepercayaan Publik 

Layanan Over The Counter Layanan On-line dan 
Fleksibel 

Ketersediaan Layanan 
Tanpa Tergantung Waktu 
dan Tempat 

Pengelolaan Layanan Dan 
Data Transaksi Per Unit 
Eselon I (Individual) 

Pengelolaan Layanan Dan 
Data Transaksi Bersama 
dan Terkoordinasi 

Kesatuan Database dan 
Informasi Penerimaan 
Negara 

Layanan Single Currency 
(Rupiah) 

Layanan Multiple Currencies 
(termasuk Valas) 

Ketersediaan Kas dalam 
berbagai jenis Valuta 
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Tidak Melayani Seluruh 
Transaksi Penerimaan Negara 

Melayani Seluruh Transaksi 
Penerimaan Negara 

Akuntabilitas seluruh data 
transaksi penerimaan negara 



PROGRESS PENGEMBANGAN SISTEM MPN 

MENUJU SISTEM MPN G-2 
No. Sistem MPN 

Menuju MPN G-2 
Jadwal 
Operasionalisasi 

Status Agen Layanan 
(Bank/Pos 
Persepsi) 

Progress 

1. Sistem MPN 
(Existing System) 

Sejak Tahun 2007 Steady Semua Bank/Pos 
Persepsi 

Opini WTP (Tahun 
2011, 2012) 

2. Sistem MPN 
(Existing System 
Plus fasilitas ATM) 

Mulai Juli 2013 
(OTC), November 
2013 (ATM) 

On progress 1. OTC (Semua) 
2. ATM (BRI, BNI, 

Mandiri, BCA) 

Khusus PPh Final 
Akun 411128 KJS 420 
(PP 46/2013) 

3. Sistem MPN 
(Lojik layanan MPN 
G-2, Infrastruktur 
Existing System) 

Sejak 6 Februari 
2012 

Expanded 
ke seluruh 
Indonesia 

Bank/Pos Persepsi 
(Bank Mandiri, 
Kantor Pos). Sudah 
dilayani melalui e-
banking dan ATM. 

Khusus Pembayaran 
Pajak.  
(Jumlah Pengguna meningkat 
signifikan. Real Tahun 
2013=8341 transaksi senilai Rp 
613,42 miliar) 

4. Sistem MPN Valas 
(Existing System, 
valuta dalam USD) 

Sejak November 
2012 

Steady Bank Persepsi BNI Untuk Pajak & PNBP 
(Real Tahun 2013: 1439 
transaksi senilai USD273.7juta = 
358T) 

5. Sistem MPN G-2 
 

Piloting pada 
Triwulan IV 
Februari 2014 

On progress 
(BRI sudah 
mulai live 
pada 27 Feb.  
2014) 

Bank/Pos Persepsi 
Peserta Piloting  
(BRI, BNI, Mandiri, BCA, 
BJB, Posindo, Rabobank, 
CIMB Niaga, Permata, 
Citibank) 

Hingga 1 Oktober 
2014, telah 
implementasi pada 
lebih dari 10 
Bank/Pos Persepsi.  31 



Pelaksanaan Transaksi Perdana Setoran Penerimaan Negara Melalui Sistem MPN G-2 tanggal 27 Februari 
2014 2 kota terpisah (Pasuruan - Jatim, dan Banjarmasin - Kalsel) yang disaksikan langsung secara Live 
Streaming dan melalui Video Conference dari Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Kantor Pusat Ditjen 
Perbendaharaan, Jakarta oleh jajaran pimpinan Kementerian Keuangan [Bapak Marwanto Harjowiryono 
(Dirjen Perbendaharaan) Bapak Askolani (Dirjen Anggaran), Bapak Rionald Silaban (Staf Ahli Menkeu Bidang 
Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi), Bapak Bobby A. A. Nazief (Staf Khusus Menkeu Bidang 
Teknologi Informasi), dan para pejabat eselon II yang mewakili Sekjen Kemenkeu, Irjen Kemenkeu, Dirjen 
Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan Bapak Asmawi Sjam (Direktur Bisnis Kelembagaan PT BRI (Persero) Tbk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELAKSANAAN LAUNCHING TRANSAKSI PERDANA  
SETORAN PENERIMAAN NEGRA MELALUI SISTEM MPN G-2 



PERKEMBANGAN INTEGRASI PERBANKAN DALAM SISTEM MPN G-2 



HASIL MONITORING REALISASI TRANSAKSI SISTEM MPN G-2 



HASIL MONITORING REALISASI TRANSAKSI SISTEM MPN G-2 



“No Time, but Improving ...” Terima kasih. 


